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Penelitian ini memfokuskan perhatian terhadap kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia
dalam menangani permasalahan dengan Pemerintah Timor Leste, yaitu di bidang batas negara di darat, batas
negaradi laut, pengungsi Timor Leste di wilayah Indonesiadan aset RI di Timor Leste.

Adaberbagai keuntungan yang bisa didapatkan apabila kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia
dalam menangani permasal ahan tersebut tepat, antaralain di bidang sosial politik, bidang ekonomi dan
bidang pertahanan keamanan/Hankam, ketepatan pengambilan kebijakan tergantung kepada pendekatan
yang digunakan,

Dalam tata kehidupan antar bangsa dikenal beberapa pendekatan untuk menyel esaikan masalah antara dua
negara, yaitu pendekatan diplomatik, pendekatan mediasi/mengundang pihak ke 3 dan melalui Mahkamah
Internasional.

Untuk menentukan masal ah apa yang sebaiknya diprioritaskan untuk diselesaikan dengan pemerintah Timor
L este serta prioritas keuntungan di bidang apa yang diharapkan akan diperoleh, juga untuk menentukan
pendekatan apa yang sebaiknya diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia, diadakan penelitian dengan
menggunakan metode penelitian eksplanasi yang bersifat deskriptif analisis. Adapun pengumpulan data
dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen utamanya dilengkapi dengan studi
kepustakaan, peninjauan lapangan dan wawancara. Kuesioner diberikan kepada 10 orang responden yang
dianggap sebagai ekspert di bidang perbatasan darat, perbatasan laut, pengungsi dan aset negara. Data yang
diperoleh selanjutnya dinalisa dengan metode Analytical Hierarchy Process (ANP) yaitu suatu teknik
pengambilan keputusan berdasarkan skala prioritas.

Hasil penelitian menunjukan bahwa perbatasan darat perlu mendapatkan prioritas utama untuk diselesaikan
dengan persentase sebesar 42 %, berikutnya adalah perbatasan laut, 27 %, masalah pengungsi 19 % dan aset
negara 12 %. Adapun keuntungan yang paling utama untuk didapatkan adalah dibidang sosial politik 43%,
bidang ekonomi 30% dan bidang hankam 27%. Untuk menyel esaikan masalah serta mendapatkan
keuntungan yang diharapkan pendekatan yang harus diprioritaskan adalah pendekatan
diplomatik/perundingan 62 %, pendekatan mediasi 27 % dan membawa persoalan ke Mahkamah
Internasional 11 %.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia dalam
menyel esaikan masalah dengan Timor Leste selamaini yaitu dengan mneyel esaikan masalah perbatasan
darat, pengungsi dan asset negara secara paralel tidak sesuai dengan pendapat para ekspert yang
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menghendaki masalah perbatasan darat diselesaikan terlebih dahu.lu, Sedangkan pendekatan yang
diterapkan pemerintah yaitu pendekatan diplomatik sesuai dengan pendapat para ahli, keuntungan yang
diharapkan diperoleh, yaitu dibidang sosia politik diharapkan bisa didapatkan wiring dengan proses
penyelesaian semua permasal ahan.

<hr><i>This Research is focused on The Indonesian Governmental Policy in handling some problems on
Democratic Republic of Timor Leste, which covers land border, sea border, and refugee of Timor Lestein
Indonesia and Indonesia's asset in Timor Leste.

If Indonesian Government can define the accurate policy to solve the problem, there will be some benefitsin
different fields such asin the social/political, economical and security and defense field. The accurate policy
must come from the accurate approach, such as diplomatic or mediation, or bringing up the problem to the
International Court of Justice (1CJ).

This research used quantitative descriptive type. This type determined which problem should be put into
first priority to be solved, what benefits should be primarily obtained and also which approaches should be
application firstly by the Indonesian Government. Using questionnaire as the core important instrument with
bibliography, interview and field observation as well collected the data. The questionnaires were given to 10
(ten) persons known as the expert in the related field. Hereinafter the quantitative data obtained is to be
compiled with the descriptive analysis technique by using Analytical Hierarchy Process (AHP), adecision-
making technique based on the priority scale.

The result of the research indicates that land border has become a primarily priority to be solved with
percentage of 42 %, followed by sea border with percentage of 27 %, refugee 19 % and the last Indonesia’s
asset with 12 %. The benefit that could be gained isin socia/political field as a primarily priority, with
percentage of 43 %, economical field 30 %, and the last is the security and defense field with 27 %. To solve
the problems and gain some benefits, the Indonesian Government should implement diplomatic approach
primarily, with percentage of 62 %, and then mediation approach 27 % and the last, bringing up the
problemsto the ICJ 11 %.

Thereby it can be concluded that the Indonesian Governmental Policy to solve the problems with the Timor
Lestein terms of the land border, refugee and asset parallel nowadays is not suitable as the experts indicated
that the land border as a primarily priority to be solved. Meanwhile, diplomatically approach implemented
by Indonesian Government is suitable with the experts opinions and the benefit in social/political field
could be obtained in aline with the problems solving process.</i>



